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KAJIAN KORUPSI DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Pengertian Korupsi

Korupsi sebagaimana diyakini pakar hukum pidana,diAiamzah
mengartikan secara harfiah sebagai kebusukan, Wehur kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, pemangan dari kesucian, kata-
kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.pkogendiri turunan dari
bahasa Belanda;orruptie (korruptie) yang kemudian ditransformasikan dalam
bahasa Indonesia menjadi korupsi. Kata ini mengagaduti yang luas, namun
seringkali dipersamakan dengan kata penyuapan.

Berdasarkan kamu&/ebster’s Third Dictionarykorupsi dilukiskan sebagai
bentuk perlakuan yang tidak semestinya dan biasamglanggar hukum yang
dimaksudkan untuk mengamankan keuntungan bagsehdiri atau kepada yang
lain (improper and usually unlawful conduct intended &mwe a benefit for
oneself of anothgf Korupsi yang berasal dari bahasa Inggosruption berarti
kecurangan atau penyimpangan. Dalam bahasa lagbuCorruptio yang berarti
menyuap darorrumpereyang berarti merusak. Secara garis besar korups sa
dengan monopoli (+) kewenangan bertindak (-) pgdgangjawaban.

Istilah korupsi yang diterima ke dalam perbendafarbahasa Indonesia,

1 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasiorgdn
Internasional Jakarta: Rajawali Pers, 2012, him 4-5

2 Lihat dalam Webster's Third New Dictionaryatau an Encyclopaedia Britannica
Company dalam www.merriam-webster.com/dictionary/corraptidiunduh pada hari Sabtu, 6
April 2013

¥ Ahmad Khoirul UmamKiai dan Budaya Korupsi di Indonesi&emarang: Rasail, 2006,
him 36
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kemudian dijelaskan dalam berbagai literatur. Daléamus Bahasa Indonesia,
korupsi diartikan sebagai perbuatan menggunakandsslan untuk kepentingan
diri sendiri (seperti menggelapkan uang atau maeremang sogok). Sementara
koruptor adalah orang yang melakukan korupsi, oy@amg menyelewengkan atau
menggelapkan uang negara atau uang perusahaaredie@nang bekerfa.

Dalam kamus digital bahasa Indonesia juga menyé&butipsi sebagai
penyelewengan atau penyalahgunaan uang negarasdpesn dsb) untuk
kepentingan pribadi atau orang lain. Orang yangkuian praktek korupsi yakni
orang yang suka menyelewengkan ataupun menyalakaunaang tersebadt.
Dengan bahasa lain, korupsi disebut sebagai timd@lemyalahgunaan jabatan
untuk kepentingan diri sendfti.

Sementara dalam kamus hukum, kata "korup” berasak, buruk, busuk,
suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang batang milik
negara/perusahaan, menerima uang dengan mengguhfakarannya untuk
kepentingan pribadi. Korupsi kemudian diartikanaggbh bentuk penyelewengan
atau sebagai tempat seseorang bekerja untuk kegantliri atau orang laih.

Definisi yang hampir sama juga diterangkan dalammé& Arab-Indonesia,
al-Munawwir. Kamus Arab-Indonesia ini menjelaskatakkorupsi lebih merujuk
pada pengertian penggelapan harta negddfatilgsu nal al-hukimat) yang

mengambil kata dasakhalasa-yakhlisuyang berarti merampas, mengambil

* Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Jakartat Basasa Departemen Pendidikan
Nasional, 2008 him. 831

® Epta SetiawanKamus Digital KBBI v1.1 Kamus besar bahasa Indanekikarta: Pusat
Bahada Departemen Pendidikan Nasional, 2010

® M. Ridwan, dkkKamus limiah Populerjakarta: Pustaka Indonesia, tt. him. 305

" Sudarsonakamus HukumJakarta: Rineka Cipta, 1992, him 221
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dengan tipuan, mencuti.

Istilah korupsi dalam perbendaharaan Indonesia fligdaskan oleh Pius
Partanto dan M Dahlan Al Barry, yang menganggappsr sebagai bentuk
kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaaajabatuk kepentingan diri,
pemalsuan.Bagi Aziz Syamsuddin, korupsi adalah suatu peesuatirang yang
merugikan keuangan negara, atau penyelenggaraanat@r penggelapan uang
negara untuk kepentingan pribadi dan orang “faiRengertian korupsi dalam
litelatur Indonesia secara baku tidak dijelaskaraserinci. Korupsi mengandung
suatu istilah yang mempunyai arti yang sangat luas.

Meskipun demikian, beberapa konsepsi di atas sety@a memberikan
gambaran bagaimana korupsi menjadi perbuatan yemgas dibenci oleh semua
orang. Sifat merusak yang ada dalam konsep koropsijadi kesepahaman
bersama bahwa perilaku korupsi harus dihindaridiaamihanguskan.

Dalam konteks Indonesia, jika berbicara mengenaips yang dipikirkan
pasti hanya sebagai perbuatan jahat yang menyakgkanhgan negara dan suap.
Pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan komugbsi berbagai macam.
Pendekatan yuridis misalnya, dalam aturan korupkind tata aturan hukum di
Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tgrPamberantasan Tindak
Pidana Korupsi, konsepsi korupsi yang mempunyaiyang luas disimplikasi

menjadi suatu kontruksi bahasa hukum.

8 Ahmad Warson Munawil-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, eds. II, him.
359

% Pius Partanto dan M Dahlan Al Baramus limiah PopulerSurabaya: Arkola, 2001,
him. 375

10 Aziz SyamsuddinTindak Pidana Khususakarta: Sinar Grafika, 2011, him. 15
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Dalam pasal 2 point 1 bab Il Tindak Pidana Korupsrupsi adalah
perbuatan melawan hukum untuk kepentingan diri iseathu orang lain, atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan aeBasal 3 bab Il menyebut
korupsi sebagai perbuatan dengan tujuan mengurdangiki sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewemang@sempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan gapgt merugikan
perekonomian atau keuangan nedara.

Aturan hukum sebelumnya, yakni Undang-Undang No&ioiTahun 1971
mengartikan korupsi dengan perbuatan melawan hukiemgan melakukan
perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau otaimg atau suatu badan, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan kemamegara dan atau
perekonomian negara, atau diketahui atau patutngksa olehnya bahwa
perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atakgmomian negara. Pasal
lain menjelaskan yakni perbuatan dengan tujuan omgoggkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kemyana kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedddng secara langsung
atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negtra perekonomian

negara?

1 Kata “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dagatinformil maupun materiil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur rdajgeraturan perudang-undangan, namun,
apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kdidgla sesuai dengan rasa keadilan atau norma-
norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka genbutersebut dapat dipidana. Dalam
ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikeuangan atau perekonomian negara”
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupalelik dormil, yaitu adanya tindak pidana
korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur pé¢abugang sudah dirumuskan bukan dengan
timbulnya akibat. Baca pasal 2 dan pasal 3 Undamdadg RI Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir [zesgjenya.

12 Coba ulas sejenak pasal 1 ayat 1 point a, b d&ktentuan umum Undang-Undang
Nomor 31 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tinda®&iKorupsi.
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Dari penggambaran di atas, setidaknya ada dua gambai dalam definisi
korupsi. Pertama adanya penyalahgunaan kewenangan yang melamptas b
oleh para pejabat maupun aparatur negarakeddna pengutamaan kepentingan
diri sendiri, keluarga atau menguntungkan orang l@eh para pejabat negara
maupun aparatur negara di atas kepentingan publik.

Penafsiran negara terhadap korupsi ini jelas matkgn upaya pemerintah
untuk mengurangi bahkan memberantas tindak pidaoraipki. Pemerintah
memandang korupsi sebagai perbuatan rusak dan ak&eus moral bangsa,
sehingga wajib baginya untuk memberantasnya. Dalgaya pemberantasan
itulah menjadi tidak mengherankan jika pemerinta¢étoly membentuk dan
merevisi aturan soal korupsi yang tiap waktu meargaperubahan.

Sementara itu, korupsi dalam pandangan aparat aknggkum ataupun
dari aktivis anti korupsi sebagai kejahatan yaray hiasa €xtra ordinary crimg
yang menuntut penanganan yang luar biasa pula. pamggiat anti korupsi
berpandangan, korupsi tidak hanya menguras uangranegtau merugikan
perekonomian negara. Lebih lanjut, korupsi juga jadinbatu sandungan bagi
laju pertumbuhan pembangunan nasional. Meski damjksecara sederhana
korupsi bisa saja terjadi oleh siapapun dan deatesan apapaun.

Pola korupsi yang dilakukan oleh seseorang berdaalhal-hal kecil yang
lantas mewabah menjadi luas menjadi kebiasaan|s&aupsi dimulai dari
sikap keterpaksaan dalam mengambil kebijakan akédanan ekonomi, inflasi
dan sebagainya. Upah sebagai pegawai yang keak tdkup untuk membiayai

kehidupan keluarga serta keadaan yang serba priagiidak sedikit alasan ini
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digunakan hingga para pegawai kecil, mapun pejabgara menggunakan jalan
pintas melakukan praktik korupsi. Inilah yang dipotPramoedya Ananta Toer
sebagai perilaku mutasi sostal.

Korupsi yang dilakukan dengan pola sederhana besabari makna yang
mudah dipahami. Korupsi bisa terjadi karena sesgoratau pihak tertentu
memiliki hak monopoli atas urusan tertentu sertanjaing oleh keleluasaan
dalam menggunakan kekuasaannya, hingga cenderungalakkannya, namun
lemah dalam pertanggungjawaban atau akuntabiligggada publik. Konsep
sendiri merupakan bangunan yang selalu berkembang.

Korupsi tidak berjalan secara gradual, artinya kideerjalan individual.
Korupsi terbentuk dari berbagai konsep. Dari pekspeosiologi, korupsi juga
menggandeng nepotisme dalam kelompok korupsi, dalklarifikasiya
(memasang keluarga atau teman pada posisi penfemmteanpa memenuhi
persyaratan). Istilah nepotisme kerapkali digunaketika tindakan melibatkan
sanak saudara atau kerabat, yang oleh Geoge Juitjendro dsebut kroni-isme
atau konco-ismé&

Korupsi sebagai bahasa hukum dalam pendekatanpafdgd juga bisa
berpindah menjadi bahasa sosial. Mujahirin Tohiyakéeni bahasa sosial korupsi
sukar untuk dihapuskan, misalnya hadiah, balas, batdiu lainnya dianggap

sebagai turunan atau anak pinak dari korupsi. Bahakasa sosial ini sudah

13 pramoedya Ananta Toed¢prupsi,Jakarta: Hasta Mitra, 2002, him v

14 |ihat makalah George Junus Aditjondiiada hari tanpa Korupsi; Korupsi sebagai
strategi Bisnis Korporasi Besar di Indonesgalam Lokakarya The Empowerment of Civil
Society Organizations to Promote Corporate Socigsgonsibility in Indonesfaoleh The
Business Watch Indonesia dan NOVIB di Jakarta, 2@R&tober 2004. Lihat jug Andi Hamzah,
Op.Cit, him. 6
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terbiasa menjalar di masyarakat, dan tidak muddtapeiskan. Untuk itulah, dia

berhipotesa jika orang-orang yang dianggap saldbnbdentu salah secara
hukum. Begitupun sebaliknya, orang yang biasadalmm bahasa hukum disebut
koruptor, dalam bahasa sosial tidak bersalah desakbiasa saja.

Lebih jauh, korupsi yang marak terjadi disinyaérjadi karena kesalahan
dalam sistem administrasi. Muhaimin menyatakan fiea pegawai atau pejabat
negara tersandera dengan adanya sistem admingnagiripet dan tidak banyak
menyelesaikan problem korupsi. Dia lantas mengiso mengenai banyaknya
perilaku korupsi dikarenakan sistem birokrasi yadigunakan pemerintah
Indonesia mendorong seseorang untuk melakukarktimtapsi*®

Sementara dalam Islam, korupsi oleh Hanna E Kassieim The
Concordance of The Quradicarikan tafsirannya dalam beberapa term dalam al-
Qur'an, yaknibur, dakhal, dassa, afsada, fasada, khabad#m khubuta Secara
garis besar, kata itu bermakna merusak, rusak @mas#kart! Tipologi ini
sejalan dalam al-Qur’an surat al-Bagarah: 205

EAN g ey Sph S G AR o) o an 8 15

SLedl

"Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berusaluntuk berbuat

kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanamanbil@atang ternak,

dan Allah tidak menyukai kerusakan (korupsf).”

Kata merusak dalam al-Quran kemudian dikiaskangdaenkata dasar

korupsi yang mempunyai sifat merusak. Makna merwifhami tidak sebatas

15 wawancara dengan Mujahidin Thohir, Sabtu, 12 Désra010

8 wawancara dengan Muhaimin, Kamis, 3 November 2010

1 Ahmad Khoirul Umam@Qp.Cit, him. 36

18 Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'aAl-Qur'an dan TerjemahnyaSurabaya: Depag,
2006, him 40
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rusak secara fisik, melainkan kerusakan pada raosial. Setiap kerusakan, baik
terhadap alam maupun tatanan sosial merupakan deeaan terhadap aspek
keseimbangan dalam kehidupan. Allah sangat memtiedakan demikian?

Meski bersifat merusak, makna korupsi dalam hukslam €ikih) secara
kompleks belum pernah dijumpai. Korupsi yang digatesasikan berdasar
tindakan-tindakan dalam hukum sipil di Indonesia #ansep-konsep kejahatan
secara umum dalam hukum Islam, maka ada tiga wesg bisa dinisbatkan
terhadap makna korupsi. Unsur-unsur itu antara kdlanyatasharuf(perbuatan
yang bisa berarti menerima, memberi dan mengamédgnya pengkhianatan
terhadap amanat kekuasaan; dan adanya kerugian g#aggggung oleh
masyarakat luas atau pubfik.

Dengan kata lain, korupsi dalam Islam dimaknai malsebuah bentuk
tasharrufyang merupakan pengkhianatan terhadap atas amamatiemban dan
dapat merugikan publik, baik secara finansial, indea sosial. Dengan demikian,
korupsi merupakan tindakan yang menyalahi hukum daerupakan
pengkhianatan atas amanat serta dapat menimbutkaegi&an publik.

. Cakupan dan Kategorisasi Korupsi
Korupsi mempunyai definisi yang luas, sehinggarbplikasi pada upaya

penegakan hukum. Dalam Undang-Undang nomor 31 tdl999, disebutkan

19 Mengenai kebencian Allah terhadap orang yang suaisak, misalnya dalam Q.S. Al-
Qashash: 77;Dan carilah dari apa yang telah dianugerahkan All&kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiu dari (kenikmatan) duniawi, dan
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimanaallitelah berbuat baik kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan (korupsi) di buseisungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan (korupsi).”

% bid., him. 127-128
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bahwa unsur-unsur korupsi adalah tindakan melawdunrh, memperkaya diri
sendiri atau orang lain, merugikan pihak lain bpilbadi maupun negara dan
menyalahgunakan wewenang atau kesempatan ataa $ar@ma kedudukan atau
jabatan.

Ketentuan dalam aturan hukum tersebut jelas, babigpapun bisa
melakukan tindak pidana korupsi apabila memenutiisddah satu unsur tersebut.
Dalam ketentuan yang sama, ada beberapa jenis diopamg bisa dijerat
pemidanaan. Jenis itu antara lain:

1. Merugikan keuangan dan perekonomian negara
2. Suap-menyuap, gratifikasi

3. Penggelapan dalam jabatan

4. Pemalsuan

5. Pemerasan

6. Perbuatan curang

7. Benturan kepentingan dalam pengadaan

M Syamsa Ardisasmita menjelaskan dalam butiran|gassebut, korupsi
dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak radkorupsi. Pasal-pasal
dalam aturan tersebut menjelaskan secara terpengrgenai perbuatan yang bisa

dikenakan sanksi pidana. Ketigapuluh bentuk atais jéndak pidana korupsi

2 Kata "memperkaya” berdasarkan penjelasan pasafal & UU 3 tahun 1971 yakni
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lean guatu badan dapat dihubungkan dengan
pasal lain, yakni pasal 18 atyat 2. Pasal ini membewajiban kepada terdakwa untuk
memberikan keterangan tentang sumber kekayaanmgan#idan rupa sehingga kekayaan tidak
seimbang dengan penghasilannya atau penambah kek#swesebut dapat dipergunakan untuk
memperkuat keterangan saksi lain bahan terdakah teélakukan tindak pidana korupsi.

22 |ihat presentasi makalah Rudy Satriyo Mukantartjodang-Undang Tindak Pidana
Korupsi dan Sejarah Perkembangannydisampaikan dalam Seminar hakim dalam perkara
korupsi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusili#-RI Bogor Jawa Barat pada tanggal 26
April 2010
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tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tujuh, yakibagai berikut:
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasf®

Kedua pembagian yang dikemukakan di atas mempuogaggolongan
yang hampir sama. Ada bentuk lain yang ditemukdand&orupsi, yakni dalam
bentuk korupsi dalam patologi pengadaan barangedan yaitu meliputmark-up
harga perbuatan curang, pemberian suap, penggelgpamgadaan fiktif,
pemberian komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewgehénis orang dalam,
nepotisme dan pemalsuan. Korupsi dalam proses gaagabarang dan jasa ini
menggunakan modus operandi tertentu, terutama iterkdengarmmark-up, di
mana supplier bermain dengan mematok harga tertinggi walaupuangaya
bukan lagi barang bafd.

Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yamah dijelaskan di atas,
masih ada tindak pidana lain yang yang berkaitamgae tindak pidana korupsi
yang tertuang pada Undang-Undang nomor 31 tahu@ $8Bagaimana diubah

dan ditambah dalam Undang-Undang nomor 20 tahunl 2@@ntang

M Syamsa ArdisasmitdDefinisi Korupsi dalam Perspektif Hukum dan E-Anmmement
untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbukegnsparan dan akuntabelmakalah
disampaikan dalam Seminar Nasional Upaya Perbafkastem Penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta: KPK, 2006, him. 5

“bid., him. 3
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pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis tind#knp yang berkaitan dengan
tindak pidana korupsi dalam aturan UU nomor 201a2@01 adalah:
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangag tydak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekeningueisa
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan mmberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak membeki&tgerangan atau
memberikan keterangan palsu

6. Saksi yang membuka identitas pel&por

Meski demikian, keberadaan unsur lain tidak laibiaa dimasukkan dalam
kategorisasi korupsi. Untuk menyimpulkan apakattisparbuatan masuk dalam
cakupan korupsi atau tidak, harus terlebih dahuekmenuhi beberapa unsur,
yakni:
1. Setiap orang atau korporasi
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koapi
4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonoragaran

Perbuatan korupsi yang dilakukan ada ketentuanughddasyarakat umum
dalam kapasitas tertentu tidak bisa dijadikan sablgruptor ataupun sebalinya.
Dalam aturan perundang-undangan, yang bisa dijeragan pasal korupsi yakni

pegawai negeri sipil atau penyelenggara negarduBtan bisa dikategorisasikan

% |pbid., him. 4. Ketentuan yang sama juga bisa dilihatahg-Undang Nomor 20 tahun
2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 18%8ng Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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sebagai korupsi sebagai bentuk suap atau lainkganjemeuhi beberapa unsur,
yakni:
1. Unsur setiap orang
2. Unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
3. Unsur Kepada pegawai negeri atau penyelenggaraanega
4. Unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidakdtesbsuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
5. Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu getegtangan dengan
kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalamajabnya®
Dalam aturan negara, sekali lagi, yang bakal bigarad dalam aturan
korupsi yakni pelakunya adalah pegawai negeri denyglenggara negara.
Sementara pegawai selain negeri bisa ketika dirmgajalankan suatu jabatan
umum secara terus menerus atau untuk sementara.vwdgawai negeri dalam
Undang-Undang diatur dalam beragam aturan yaknandalndang-undang
kepegawaian, dalam KUHP. Pegawai negeri bisa dijkatean sebagai orang
yang menerima gaji atau upah dari keuangan nedarta daerah; orang yang
menerima gaji atau upah dari suatu koorporasi yewegerima bantuan dari
keuangan negara atau daerah; atau orang yang menggji atau upah dari

koorporasi lain yang mempergunakan modal atauitisildari negara atau

% Cocokkan dengan Pasalayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001. Pasal Byakut
“(a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawgeri atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyedeanggegara tersebut berbuat atau tidak
berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentardggan kewajibannya; atau (b) memberi
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggagaraekarena atau berhubungan dengan
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dikkakau tidak dilakukan dalam jabatannya.”
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masyarakat’

Pegawai negeri atau penyelenggara negara tidakrkdipenkan untuk

menerima hadiah atau janji yang berhubungan dejadmtannya, karena sudah

mendapat upah dan fasilitas dari negara. Pegawarinega tidak diperkenankan

untuk memeras ataupun turut serta dalam pengadaag wiurusnya. Ada

ancaman pemidanaan yang serius ketika pegawaiimagkxkukan praktek yang

dilarang tersebut.

Dalam UU 20 tahun 2001 dijelaskan secara rinci poalsi pegawai negeri

dalam pasal 12. yakni

a.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang imanéadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah janji tersebut diberikan
untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak midaskusesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang imendradiah, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah terselberikan sebagai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan atau tidak miedakusesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahaltadiké atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuknpengaruhi putusan perkara
yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Seseorang yang menurut ketentuan peraturan pergHoth@iangan ditentukan
menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengaditagnerima hadiah atau
janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwdidhaatau janji tersebut untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan ldiberberhubung dengan
perkara yang diserahkan kepada pengadilan untdiigia

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangrdemgesud menguntungkan
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukuatau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang erikamb sesuatu,
membayar, atau menerima pembayaran dengan potongsy untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangwsda menjalankan tugas,
meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepeg@vai negeri atau
penyelenggara negara yang lain atau kepada kas usestah-olah pegawai
negeri atau penyelenggara negara yang lain ataurkam tersebut mempunyai
utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal terbefian merupakan utang;
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangwsda menjalankan tugas,
meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahaandja seolah-olah

" Selengkapnya lihat dalam UU Nomor 31 Tahun 1998atey Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.
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merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahhiva hal tersebut bukan
merupakan utang;

h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangwsida menjalankan tugas,
telah menggunakan tanah negara yang di atasnyaptdrtak pakai, seolah-olah
sesuai dengan peraturan perundangundangan, telabgikae orang yang
berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tgrdstrtentangan dengan
peraturan perundangundangan;

i. atau pegawai negeri atau penyelenggara negaralé@gsung maupun tidak
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemtarpngengadaan, atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatank weturuh atau sebagian
ditugaskan untuk mengurus atau mengawasihya.

Sementara pada aspek yang lain, yakni pihak svissséadikenakan pasal
korupsi karena mengerjakan pekerjaan pemerintdtakPswasta, dalam hal ini
adalah rekanan atau pemborong. Rekanan bisa dikenpéisal korupsi jika
terbukti bertindak curang dalam mendapatkan maupenyelesaikan proyek-
proyek pemerintah. Rekanan dalam penegrjaan protsigidi biasanya dalam
bidang tender yang berpotensi memunculkan frikksifrpersaingan usaha tidak
sehat dan korupsi.

Dalam proses tender ada beberapa yang bermasalghmenjadi sumber
korupsi, yakni:

1. Tender yang bersifat tertutup dan tidak transpayang tidak diumumkan
secara luas dan bersifat diskriminatif sehingga gakibatkan para pelaku
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tighat mengikutinya;

2. Jangka waktu pengumuman tender dibuat singkat gghimhanya pelaku

usaha tertentu yang sudah dipersiapkanlah yangappgiyang besar;

% pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terRangperantasan Tindak Pidana
Korupsi
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3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi tekais raerek yang mengarah
kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghamla&t pesaha lain untuk
ikut.?

Meski demikian, untuk menyimpulkan apakah perbuatk@anan tersebut
masuk dalam kategorisasi atau tidak harus meléeagrapa unsur, diantaranya:
1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangun
2. Melakukan perbuatan curang
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahganan
4. Dapat membahayakan keamanan orang atau keamanamngbaatau

keselamatan negara dalam keadaan perang.

5. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan balyando

6. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktmbuat bangunan

7. Menyerahkan bahan bangunan

8. Dilakukan dengan sengafa

. Istilah-istilah Hukum dalam Kor upsi

Definisi  korupsi yang tidak seragam menunjukkan vimahkorupsi
mempunyai jenis yang bermacam-macam. Ada beberag@apan maupun
kategorisasi korupsi yang bisa dijadikan tolok ukubalam kamusAn
Encyclopedia Britania Companykorupsi dikategorisasikan menjadi beragam
bentuk. Kategorisasi korupsi berbentuk penyuaparemepasan, dan
penyalahgunaan informasi orang dalam. Pola iniaderkian marak karena

kurangnya kepedulian masyarakat atau setidaknyauilmya penegakan hukum.

29 M Syamsa Ardisasmit@p,Cit, him. 12
% Lihat pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001
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Korupsi juga identik dengan hadiah, di mana bagsyaeakat dengan budaya
hadiah memberi akan sangat kesulitan membedaka@ imadiah dan korupsi.
Korupsi dan hadiah adalah dua entitas yang suliicamékan batasan yang pasti.

Dalam hal tertentu, korupsi seringkali diidentikkdangan beragam hal.
Penafsiran hukum Islam terhadap korupsi diasumssia@agai penyalahgunaan
wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diingi(ddaurizl), suap Kisywah,
khianat khiyanah), eksploitasi secara tidak sah terhadap bendandamusia
(mukibarah), menggunaan hak orang lain tanpa izighgsal), pencurian
(sarigah), merampas atau menjambreintikhab), mencopet atau mengutil
(ikhtilash) dan kebiasaan memakan barang harakiu(suhj. Ada juga yang
menyamakan korupsi dengan tindakan perampoké&ob@h), dan memungut
cukai @l-maksy.*

Secara tipologis, perilaku korupsi dilakukan secanandiri, namun
seingkali juga melibatkan sindikat atau tindakagiviu dalam sistem kerjanya.
Aziz Syamsuddin menyatakan jika perbuatan korupssamya melibatkan lebih
dari satu orang, berbeda dari jenis tindak pidanauma seperti pencurian,
penipuan atau kriminal umum lainnya. Korupsi yarlgkiikan secara rahasia,
melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan seirabalt balik. Kewajiban dan
keuntungan tersebut tidak selalu berupa fang.

Korupsi yang dikiaskan dengan pencuri, karena clityigkan telah bersama-

sama mengambil barang orang lain secara sembumyits®/i. Pencurian adalah

31 penjelasan selengkapnya lihat dalam Encyclopaedia Britannica Companglalam
www.merriam-webster.com/dictionary/corruption diuhdpada hari Sabtu, 6 April 2013

32 Bambang Widjojanto, dkk, ed&orupsi Itu Kafir: Telaah Fikih Korupsi Muhammadiya
dan Nahdlatul Ulama’Jakarta: Mizan, 2010, him 18-28

¥ Aziz SyamsuddinQp.Cit, him. 15
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mengambil harta orang lain dari tempat yang wajan dembunyi-sembunyi.
Barang yang dicuri adalah barang yang secara did& wujudnya, seperti uang,
barang ataupun yang lainnya. Korupsi tidak semat@wmberwujud fisik,
penyalahgunaan kekuasaan adalah barang yang t&tekijbd fisik dan pencuri
tidak melakukan hal itu tersebut. Pencurian dil@ukecara sembunyi-sembunyi
dan tidak terkait dengan amanat publik, sedangkanpsi terkadang dilakukan
dengan sembunyi-sembunyi dan terkait dengan amanblik. Di samping itu,
harta yang dicuri bisa saja benda milik pribadugtaga publik, sementara harta
korupsi adalah harta milik publi.

Semestinya jika korupsi disederhanakan menjadi yrerc tidak
sepenuhnya tepat. Penyederhanaan konsep korupgiardekonsep pencuri
mengakibatkan dampak yang berbeda. Dalam komudéias, konsep “pencuri”
dikenal lebih dari sepuluh macam, misalnya: maljagibret; copetngutil; dan
lain sebagainya. Penyederhanaan bahasa tersebudieendidefinisikan ulang
dalam hukum positif menjadi “barang siapa dengama@ mengambil barang
orang lain.” Satjipto Rahardjo menilai hal ini sghasebuah potret pencurian
yang didalamnya penuh dengan pereduksian maknaatsekmnstruksi bahasa.
Unutuk itu, ketika menghadapi dan melihat hukumageb skema dan teks
tersebut, pak Tjip menyebutnya sebddmary-based scholarship?’5

Pencurian dalam al-Qur’an disinggung dalam QS. Aiddh: 38, berbunyi:

3 Lihat tulisan Abu Hafsin, Pidana Mati bagi Koruptdr dalam Majalah Justisigkulah
Negara Paling Korup, Op.Cit.him 24. Baca juga Masdar Farid Mas'udRrtblematika dan
Kebutuhan Membangun Fikih Anti Korupglalam AS Burhan, dkk (edpp.Cit.,him 140

% Satjipto Rahardjd?enegakan Hukum Progresifakarta: Kompas, 2010, him. 8
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8

5 Al & e VS e G 2 a3l Bl S)a

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencpotonglah

tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatarg yaereka lakukan

dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Pangun Maha

Penyayang.®®

Korupsi yang diidentikkan dengan perampokan jughakti sepenuhnya
salah. Antara korupsi dan perampokan terjadi kamditekukan dengan cara
pemaksaan atau dilakukan secara terang-terangaknaMidasar perampokan

adalah memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebagaimiémaigkan dalam Surat al-

Maidah ayat 33, berbunyi:

315158 ST Bd 5Nl g Sgangs s Ao 3 ) ds G
J\J up)‘}” \ij\be-ux°};°j$.€jochﬁa/\w
Dle DI 523 3 iy L;,U\ ERGERe
"Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang mengerafiah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalaimdh atau disalib,
atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silatay diasingkan dari
tempat kediamannya. Yang demikian itu dilakukarnnkeetm bagi mereka di
dunia dan di akhirat mereka akan memperoleh adzaly yesar.*’
Hirabah juga sering diartikan sebagai pembegalan jadgth(u al-tharig.
Qath’u al-tharig adalah merampas harta orang lain dengan teranmgteradan

kekerasan, baik dengan cara membunuh atau tidemPekan sendiri tergolong

lebih sadis daripada pencurian, sehingga seringjelhi’'u al-tharig disebut juga

% Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'akl;Qur'an dan Terjemahnyap.Cit, him 151
* Ibid., him. 150
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denganal-sarigah al-kubii (pencurian besaff. Korupsi yang dipersamakan
dengan perampokan memiliki kesamaan maupun pered@abeda sedikit

dengan pencurian yang dilakukan secara sembunyns®m perampokan

dilakukan secara terang-terangan dengan unsur pairak Perampokan juga
tidak selalu berkaitan dengan amanah publik, aga yang merampok kekayaan
negara secara terang-terangan lewat pemaksaan.r Wosupsi ada dalam

perampokan, di mana dilakukan secara terang-temarmgasifat pemaksaan dan
berkaitan dengan amanah publik. Dengan demikiajarjiga nantinya hukuman

terhadap koruptor ada yang lebih merujuk sebagarkarhukumamirabah

Begitu juga ketika diidentikkan dengasywah(suap). Suap yang berkaitan
dengan jabatan tidak diperbolehkan karena pengamképutusan atau kebijakan
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Suap dilakdkagan mekanime jual-beli
kebijakan melalui jabatan atau otoritas yang dkimjja yang melahirkan
kebijakan yang membahayakan bagi kehidupan mayasgkara umum karena
lebih mementingkan pemberi suap.

Secara teks harfiah, risywah didefinisikan sebagauatu yang diberikan
untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan salaf). Jika kebenaran
dijadikan sebagai kesalahan, Allah sangat membesitkan melaknat tindakan
suap ini. Hal ini sebagaimana didasarkan pada @Bagoroh: 188 dan had

Nabi.

\°“:

be U B o 8D D) s i oy & 1t i s
H31%5 25 Ay 0 Jig

3 Bambang Widjojanto, dkk ed®p.Cit.,him 125
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"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta seba¢aamya dengan
cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (un)dzarta itu kepada
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan mba?rta orang
lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamengetahui.

[y aomle ot 1y sl aly] 252805 205 o4

"Allah mengutuk penyuap, penerima suaptiR Abia Da'ad al-TirmidaZ,

lbn Majah, dan Ahmadf

Korupsi yang dipersamakan dengasywah juga tidak sepenuhnya benar.
Risywah yang sepadan dengan kata sogok ini menoggncikupan yang lebih
luas. Korupsi yang mencakup beragam bentuk penyafe&tan wewenang,
termasuk penyalahgunaan yang tidak ada unsur dalapnya. Dengan kata lain,
meski risywah tidak persis sama dengan korupsiwas merupakan salah satu
bentuk ekspresi korupsi, karena ada sebagian unsywah masuk dalam
kategorisasi korup$t:

Ketika korupsi dipadankan dengan penyalahgunaarewamg ghulil) juga
tidak sepenuhnya benar. Galusendiri secara bahasa adalah mengambil sesuatu
dan menyembunyikan dalam hartanya. Awalnya, @hmlerupakan istilah bagi

penggelapan harta rampasan perang sebelum dibadilertersebut dijelaskan

dalam QS Ali Imran: 161.

/:}fdj;jé;u J 53 5 ,ule:u’ “’Jau\sﬂb\fuj
o3l My Esu
"Dan Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalamusan harta

rampasan perang). Barang siapa yang berkhianatguhalirusan rampasan
perang), niscaya pada Hari Kiamat dia akan datangmnmbawa apa yang

% Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'ai;:Qur'an dan Terjemahnyap.Cit, him. 36

%0 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmu&inan al-TurmudzBeirut: Dar al-
Fikr, tt, hadist nomor 1256

1 Bambang Widjojanto, dkk ed®p.Cit, him. 24
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dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akanedilbalasan yang

sempurna sesuai apa yang dilakukannya, dan merekeeka tidak

ddzalimi.”*?

Seiring berjalan waktu, ghill mempunyai turunan menjadi beberapa
bentuk, yakni: komisi (tindakan seseorang yang raenmgl sesuatu atau
penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkah&diah (orang yang
mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekatdiadga). Kedua turunan
ghulal tentu mempunyai spesifikasi yang berbeda dengampisi. Pada dasarnya,
komisi, hadiah, infaq, sedekah, hadiah diperboletdaam Islam, tetapi menjadi
haram jika yang menerima para pejabat pemerintah etang yang menerima
hadiah karena jabatannya. Ketidakbolehan itu diikadan pertimbangan adanya
kekhawatiran pada rusaknya mental pejabat dan pyaaobjektifitas dalam
menangani suatu perkara.

Unsur-unsur ghal yang diketemukan ada dalam korupsi atau setidakny
memenuhi unsur korupsi. yakni:

1. Ghulal terjadi lantaran ada niat memperkaya diri sendiri

2. Ghulal merugikan orang lain dan sekaligus merugikan ke&a negara
karena ganimah dan hadiah yang digelapkan (dit¢rotedn para pelakunya
mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hg&rae

3. Ghulal terjadi lantaran adaya penyalahgunaan wewenang.

4. Ghulal merupakan tindakan yang bertentangan dan meldw&om karena

dilarang agaam dan merusak sistem hukum dan mmsyamkaf?

“2 Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'ai;Qur'an dan Terjemahnyap.Cit, him. 90
3 Bambang Widjojanto, dkk ed®p.Cit, him. 22
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Istilah hukum korupsi juga terdapat dalddiyanat (khianat) atau tidak
menepati janji. Khianat berkaitan dengan amanalilpgbkaligus sebagai bentuk
pengingkaran terhadap jabatan yang disandangnyan#thselalu melekat pada
ghulal, karena orang yang melakukan ghuberarti juga melakukan khianat.
Dengan demikian, khianat masuk dalam cakupan kopropsski korupsi tidak
bisa hanya dipersamakan dengan khianat.

Sementara korupsi yang disandingkan dengarkhabarahdan ghasab
karena korupsi dipandang dilakukan oleh pihak yamgmiliki kekuatan dan
kekuasaan. Dua istilah tersebut mempunyai makn@ wating bersandingan.
Mukhabarahdiartikan sebagai bentuk eksploitasi secara tiddikegas benda dan
manusia. Sementamghasah) menggunaan hak orang lain tanpa izin. Ada juga
yang mengartikannya sebagai tindakan menguasai ragngeksploitasi milik
orang lain berdasarkan kekuatan dan kekuasaan.aDetemikian, istilalghasab
masuk dalam kategomukhabarah Korupsi yang disandingkan dengan istilah
tersebut juga bisa masuk karena terdapat unsur uasaigbarang milik orang
lain, dalam hal ini milik negara. Namun karena kwsittidak selalu menggunakan
unsur pemaksaan, sehingga tidak semua umsikhabarahdan ghasab bisa
masuk sebagai istilah lain dari korupsi.

Sementara korupsi yang dipersamakan dengan meraaguasnenjambret
(intikhab) dan menguitil ikhtilash) karena dilihat sebagai pemindahan hak yang
bertentangan dengan hukdfrDua istilah hukum ini berkelindan dengan khianat.

Antara korupsi dengaimtikhab danikhtilash mempunyai satu unsur yang sama,

“bid., him. 28
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yakni pemindahan kekuasaan. Korupsi dari kekuasagara beralih ke tangan
pribadi, sementarantikhadb memindah kekuasaan dari hak orang lain menjadi
haknya. Kesamaan unsur ini tidak lantas menjaddaapsi harus disepadankan
denganintikhab maupunikhtilash, melainkan ada unsur lain yang tidak dipenuhi
dalam kedua istilah hukum tersebut.

Korupsi yang dikiaskan dengauht (sesuatu yang membinasakan) tidak
sepenuhnya tepafhlu suhtdimaknai sebagai kebiasaan dan kesenangan dalam
berusaha dan memakan serta memanfaatkan baranm teteas hasil yang
diharamkan. Korupsi merupakan uang haram, makalasegantuk turunan
usahanya ikut menjadi hardfhAntara korupsi darsuht ada kesamaan, tetapi
tidak semua unsusuht ada dalam korupsi, sehingga tidak mudah untuk
dipadankan.

Oleh karena konsep korupsi mencakup semunya jamg giigambarkan di
atas, tidak lantas bisa menyimpulkan korupsi idenlam salah satu kasus
tertentu. Korupsi memang merupakan persoalan yamtj Rompleks dan luar
biasa, sehingga membutuhkan cara-cara yang lusa.b@ara-cara progresif bisa
dimulai dengan berpikir kreatif dan membebaskara pagnegak hukum dari
doktrin-doktrin, konsep, dan asas yang berlakuisstdfleski konsepsi tidak
diketemukan istilah hukum yang tepat untuk korupginemukan definisi yang
pasti, atau setidaknya padanan kata yang tepaih mdaillat hukum yang sama
ketika dipersamakan dengan konsep-konsep dalamm.I$fal itulah yang akan

dijadikan pijakan selanjutnya.

*® Ibid.,
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D. Hukuman bagi Koruptor

Berdasarkan definisi dan cakupan di atas, ada apheatelik pidana yang
bisa dimbil untuk menjerat para koruptor. DalamakitUndang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), delik korupsi merupakan delik jabat@ang tercantum dalam
pasal 20% dan pasal 270 buku Il KUHP. Buku KUHP yang terbagi menjadi 3
bab yakni, tentang aturan umum (l), kejahatan @Blanggaran (lll) disebut
sebagai kejahatan biasa, artinya bukan kejahatganiatau pelanggaran. Dalam
code penal, delik jabatan masuk kategori kejahbiss’®

Korupsi yang dianggap biasa dianggap mempunyaityera yang buruk
sejak dulu. Seorang pembaharu Cina bernama WarhAnt&kesan dengan sua
sumber korupsi, yakrhad lawsdanbad man Andi hamzah menilai keberadaan
bad manlebih besar pengaruhnya ketimbabgd laws' Penilaian tersebut
berangkat dari banyaknya peraturan tentang pemiasem korupsi yang silih

berganti, merevisi tetapu korupsi dalam segalaukemiasih juga mengganas.

% pasal 209 berbunytDiancam dengan pidana penjara paling lama dua tahielapan
bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiale-K Barangsiapa memberi atau menjanjikan
sesuatu benda kepada pejabat dengan maksud supggeakkan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentardgmgan kewajibannya. Ke-2 barangsiapa
memberi sesuatu kepada seseorang pejabat karena lashubungan dengan sesuatu yang
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidé&kukan dalam jabatannya. Pencabutan
hak tersebut dalam pasal 35 no 1-4 dapat dijatuhisatengkapnya lihat dalam MoeljatriGiab-
Undang-Undang Hukum Pidandakarta: Bumi Aksara, 2007, hli30

47 “pasal 210. (1) diancam dengan pidana penjara pglitema tujuh tahun: ke-1,
barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kep&thkim dengan maksud untuk
mempengaruhi putusan tentang perkara yang disemhkepadanya untuk diadili. Ke-2,
barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kegadeang, yang menurut ketentuan undang-
undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseuuki menghadiri sidang suatu pengadilan,
dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendeang akan diberikan berhubungan
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadildankudiadili. (2) Jika pemberian atau janji
dilakukan dengan maksud untuk memperoleh pemidamaaka yang bersalah dikenakan pidana
penjara paling lama Sembilan bulan. (3) Pencabubek tersebut pasal 35 nomor 1-4 dapat
dijatuhkan.”

8 Andi HamzahQp.Cit, him. 33-34

**Ibid, him. 35
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Peraturan pertama di Indonesia yang melarang komagelah peraturan
penguasa militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/B&1957, tanggal 27 Mei
1957 nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 18®mor Prt/PM/011/1957.
Dalam salah satu aturan tersebut, terdapat ishilsfum untuk memakai kata
korupsi dengan pengertian perbuatan-perbuatan iyemggikan keuangan negara
dan perekonomian negara. Seiring berjalan waktuugdsd dianggap sebagai
perbuatan tercela luar biasa yang hanya bisa dikemaalam keadaan yang luar
biasa pula. Oleh karena itu, korupsi yang semuagdiap sebagai kejahatan biasa
harus dihentikan dengan cara yang luar biasa®Bula.

Karena undang-undang pertama bersifat darurat, nazakean tersebut
diganti dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 196€arg pemberantasan
tindak pidana korupsi. Keberadaan UU ini dinilddilemenguntungkan tertuduh,
ancaman pidana lebih ringan dan jaksa sulit merkarusleliknya karena harus
terlebih dulu ditemukan kejahatan atau pelanggardntuk memimalisir
kesalahan, kemudian direvisi menjadi undang-undaomor 3 tahun 1971
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. UUL K&mudian juga dinilai
masih tidak layak sehingga banyak koruptor yangroderungkap.

Tahun 1999, muncul aturan korupsi baru merevisraatuama, yakni
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pembseanttindak pidana
korupsi. UU ini bersama dengan UU nomor 20 tahudl2gang digunakan untuk
saat ini. Dalam ketentuan undang-undang tersebatpki dipilah menjadi

bermacam-macam. Pada level ini, pidana mati bagipgtor sudah masuk, yakni

%0 bid., him. 43-44
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dalam pasal 2 yang menyebut dalam keadaan “tefterigadaan tertentu
kemudian dijelaskan seperti bencana alam, keada@ayh dan krisis moneter dan
ekonomi>* Pembuktian terbalik juga sudah muncul dalam atteesebut.

Sanksi hukum bagi koruptor berupa pidana penjanadéada diatur dalam

pasal 5-12¢ UU nomor 31 tahun 1999 junto UU Noatuh 200F?

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkatfu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedigit5B.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00a (datus lima puluh juta

rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawariretgu penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai negeri atgelgmygara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau peggelennegara karena
atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangagand kewajiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negarg jnenerima pemberian atau

janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurtéa lauruf b, dipidana dengan

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singk@iga) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling gdgjk 150.000.000,00 (seratus

lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim demgaksud untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadatuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseosmggrgenurut ketentuan
peraturan perundang-undangan ditentukan menjadikatluntuk menghadiri
sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaastiat atau pendapat
yang akan diberikan berhubung dengan perkara yasgratikan kepada
pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau jatagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pem@beatau janji sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengdarma yang sama sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkalu) tahun dan paling lama 7

(tujuh) tahun dan atau pidana denda paling seRikifL00.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (&das lima puluh juta rupiah):

*L |pid., him. 53, 55, 64-66
%2 Aziz SyamsuddinQp.Cit, him. 17
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a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membunrguban atau penjual
bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahgnrze, melakukan
perbuatan curang yang dapat membahayakan keamaaag atau barang,
atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembanguaanpahyerahan bahan
bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang asetzeg dimaksud
dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barareglhep Tentara Nasional
Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Ied@n melakukan
perbuatan curang yang dapat membahayakan kesetamagara dalam
keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahangoéieperluan Tentara
Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Riplidonesia dengan
sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimaaidlithdalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangatau orang yang

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Néslodonesia dan atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiark@erbuatan curang

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atauf budipidana dengan pidana

yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkatdga)tiahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda paling seRjki150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.00000tujuh ratus lima puluh

juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain \wagaegeri yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus meiaggus untuk sementara

waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau lsemafrga yang disimpan

karena jabatannya, atau membiarkan uang ataukmntarga tersebut diambil atau

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalanakokhn perbuatan tersebut.
Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat fu)gahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit R@&0.000,00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (duasrkma puluh juta rupiah)

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeg d#veri tugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau geim&ntara waktu, dengan
sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar ydngus untuk pemeriksaan
administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2)(dahun dan paling lama 7

(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit RP.0®0.000,00 (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tatas lima puluh juta rupiah)

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeg d#veri tugas menjalankan
suatu jabatan umum secara terus menerus atau saetm&ntara waktu, dengan
sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau naentlllak dapat
dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang dikam untuk meyakinkan atau
membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yargiadai karena
jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurksrusakkan, atau
membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surl, daftar tersebut; atau
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c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkaerusakkan, atau

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, sural, daftar tersebut.
Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tu)gahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedigit5R.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00a (datus lima puluh juta

rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negagmanerima hadiah atau jan;i
padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiai janji tersebut diberikan
karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubueggand jabatannya, atau
yang menurut pikiran orang yang memberikan hadi@u ganji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup at@naipenjara paling singkat 4

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tatiam pidana denda paling

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupialan dpaling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang imenbadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadaah jahji tersebut diberikan
untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak miedekisesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mmenéadiah, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah terselhdridan sebagai akibat
atau disebabkan karena telah melakukan atau tiddétkokan sesuatu dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahaltalikeé atau patut diduga
bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmpengaruhi putusan
perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Meski diatur korupsi dalam seperangkat undang-ugdaturan undang-

undang memiliki dinamikanya sendiri yang tidakaselbisa dibayangkan dan

diantisipasi pembuatnya sendiri. la menjadi sepertkarena sejak dilepaskan ke

masyarakat yang bermain bukan lagi otoritas pemhulitim, tetapi interaksi

antara hukum dan kondisi nyata yang tersedia. daggan masyarakat, atau lebih

tepat bergantung kekuatan-kekuatan dalam masyarakat

Sementara itu dalam Islam, ada tiga bentuk hukubean pelaku tindak

pidana, yakniqisas, hadd (hudid) dan ta’zizr. Ahmad Wardi Muslich sama

%3 Satjipto RahardjoQp.Cit.,him. 128
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membagi menjadi tiga, yakhudud qisas danta’zir.>* Qisas berarti hukum balas
atau pembalasan yang sama yang telah dilakukankaKeeorang membunuh
nyawa harus diganti dengan mencabut nyawa pembyauktukumgisas dibagi
menjadi dua, yakngisas jiwa (hukum mati bagi pelaku pembunuhan) dggas
perlukaan (penghilangan anggota bada@isas berlaku khusus pada tindak
pidana pembunuhan atau penganiayaan, baik bergiumaingan.Qisas masih
mengenal jenis pemaafan, terutama dari keluargeakorketika bersedia
memaafkan pelaku pembunuhan. Meski begitu, peletaptdikenakan hukuman
pengganti yakni pembayardiyat (ganti rugi) kepada keluarga korban.

Tindak pidanahadd adalah hukuman yang dikenakan yang batas-batasnya
sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Tipi@&na ini antara lain: zina;
penuduhan zina g@dzaf; minum-minuman keras; pencuriansatiqoh);
perampokan Hirobah); murtad (iddah); dan pemberontakan. Hukuman bagi
tindak pidanahaddtidak mengenal batas minimal dan maksimal, karermals
diatur batas-batanya oleh sang pembuat hukggari(). Pada prinsipnya,
hukuman tindak pidanhadd menyangkut masyarakat banyak demi memelihara
kepentingan umum dan ketentraman masyarakat. Gledné& itu, hak pembuat
hukum identik dengan hak jama’ah atau hak masygrakanana pada tindak
pidana ini tidak mengenal jenis pemaafan atas pel@kdak pidana, baik
perseorangan maupun korban tindak pidana.

Sementarata’zir ditujukan kepada mereka yang tidak terkena ancaman

gishasdanhadd,atau hukuman yang bersifat pendidikan atas perbutitsa yang

54 Ahmad Wardi Muslich,Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah
Jakarta: Sinar Grafika, 2006, him. 142
®5 Rahmad HakimHukum Pidana IslanBandung: Pustaka Setia, 2000, him. 26
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hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Denganildem rumusan hukum
sepenuhnya menjadi hak dan otoritas hakim atas megar® Abd ar-Rahman

al-Jaziri mengemukakan:

o B2 da s Ba) el p B G Gl 55 e U
(4 - X o z Zio0- e >z o .f s ,..Da
Vg oliad Vg a8 Y U S 1 0a HSG Jadlh 1s ) 8a33)
F e G 833 2 Ul 8 G agm om o B 0B 550
Artinya: “Adapun ta’zir adalah pengajaran atau pendidikan dzezarkan
itihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yhimgramkan supaya
tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiapngrgyang melakukan
perbuatan yang diharamkan dan tidak dikenai hathrkt dan gishash. Bagi
hakim diberi kebebasan dengan hukum ta’zir berdemarijtihadnya yang
sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengufmrbuatannya yang
dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaangam.”’

Hukuman ta'nr digalakkan sejatinya untuk memberi pengajaran tadak
boleh sampai membinasakan. Para ulama’ ahli fikdmiveri satu pengecualian
yakni dibolehkannya hukuman mati, apabila hukumtan dikehendaki oleh
kepentingan umumngasalih al-ammab.”® Kemaslahatan sendiri dalam Islam
dapat diketegorikan menjadi tiga:

a. Mashalih Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang jelas-jelas diakui oleh
pembuat syariatsyari’) melalui sebuah dalil yang datang darinya.

b. Mashalih Mulghah yaitu kemaslahatan yang jelas-jelas ditolak dlgari’

melalui salah satu dalil yang datang darinya.

*% Baca Abu HafsinQp.Cit, him 24.

57 Abdorrohman Al-JaziriKitab Al-Fighi ‘ala Madzhab Al-arba’ahBeirut: Dar al-Kutub
al-‘Amaliyah, tt, him. 397

%8 Ahmad Wardi MuslichQp.Cit, him. 158
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c. Mashalih Mursalahyaitu kemaslahatan yang tidak ada dalam syarakadpa
ia mau menerima atau menolakﬁfla.

Para ulama’ sebetulnya berbeda pendapat megensi pesnaslahatan.
Konsep kemaslahatan mencakup dua hal, yakni kehsala khususnfasalih
khassah) dan kemaslahatan umumdszalih al-ammal). Jika terjadi pertentangan
antara keduanya, maka kemaslahatan umum mestiutiidkaim, karena ada kaidah
al-maslakah al-ammah mugaddamatun 'ala al-stehah al-khasah.®°

Melihat praktek korupsi yang ada, sekali lagi susedmcari padanan dalam
hukum Islam. Korupsi termasuk perbuatan maksiandktapi tidak ada kaidah
hukum tentang bentuk sanksinya di dunia. Denganikiem jika kemaslahatan
umum (akal, jiwa, agama, kehormatan atau keturumanta) menjadi rusak
karena perbuatan korupsi, maka boleh saja sanlan@i mati dikenakan bagi
koruptor. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semuaupgs menimbulkan
kerusakan pada lima kemaslahatan umum di atas.kakelmanya, hukuman tidak
bisa disimplikasikan dengan satu jenis hukumaneméut Hukuman bisa
bervariasi sesuai kadar perbuatan yang dilakukaalKkorupsi menimbulkan
rusaknya sendi-sendi kehidupan, melalui ta’z negara diperbolehkan
memutuskan hukuman méti.

Selain hukuman mati, jenis ta’zir ada berupa hakny pidana cambuk,

pidana kurungan (penjara), hukuman pengasinganurhak salib, hukuman

°9 Bambang Widjoyanto dkk (edspp.Cit.,him. 97

0 Al Syathibi, Ibrahim Ibn Musaal Muwafaqat fi Ushul asy Syari aBeirut: Daar al Kutub al
“limiyah, t.th., juz II, him. 7 sebagaimana dikutiplam Disertasi Ali ImronKontribusi Hukum Islam
Terhadap Pembangunadukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif “d&as’uliyat dalam
legislasi Hukum)Semarang: Undip, 2008, him.69

®1 Abu Hafsin,Op.Cit.,him. 25
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ancaman, hukuman pengucilan dan hukuman dendaraSecaum, hukuman

ta’zir berdasarkan tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

1. Hukuman badan, yang dijatuhkan terhadap badan,tsdp&kuman mati,
cambuk, penjara dan pengasingan, salib.

2. Hukuman jiwa, dikenakan terhadap jiwa seseoranggriiehalnya ancaman,
peringatan dan tegoran.

3. Hukuman harta, yang dikenakan terhadap harta sesgaseperti diyat, denda
dan perampasan harta.

Terlepas dari klaim itu, tampak peran tokoh aganmatard membantu
pencegahan tindak korupsi. Upaya dari tokoh agaiga patut diapresiasi. Klaim
kafir, syirik ataupun hukuman lain yang muncul dgrhad kolektif para tokoh
agama menjadi sumbangan yang cukup berarti. Doldgama-agama sangat
berpengaruh bagi penyegaran watak masyarakat oiné&sib.

Di saat yang bersamaan, terma hukuman mati muiapdskan dari konsep
hukum barat karena bertentangan dengan hak asassimaAda 70 negara yang
saat ini telah menerapkan prinsip untuk tidak ntehjean ataupun menetapkan
hukuman mati. Negara-negara di bagian negara Amefkopa dan Austalia
serempak menghapuskan hukuman fatiSaat ini, Indonesia masih
menggunakan hukuman mati, selain China, India, MAmerirak, Iran, Arab

Saudi, dan negara-negara lainnya.

52 Hans Goran FrankBarbaric Punishmentterj. Pratiwi Ambarwati,Hukuman Biadab:
Penghapusan Hukuman Matlakarta: Departemen Hukum dan HAM RI dan Raol Wakeg
Institute of Human Rights and Humanitarian Law, 206m. 3



